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Lampiran 1. Biaya yang telah diinvestasikan untuk penyusunan 
kelembagaan KPH  

 
Tabel 11.  Biaya dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan 

 
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan 
 
 
Tabel 12. Biaya dari BPKH VII Makassar 
 

 
Sumber: BPKH Wilayah VII Makassar 
 
 
 
 
 

No Tahun Uraian Jumlah (Rp) 
Biaya Per 
KPH (Rp) 

Ket 

1 2017 Penyusunan kajian 
Pembentukan KPH 

100.000.000 6,250.000 16 KPH 

2 2017 Perjalanan Dinas 
Koordinasi ke Kemen 
LHK dan Kemendagri 

248.885.000 15.555.325 16 KPH 

3 2018 Koordinasi dan 
Konsultasi kegiatan 
KPH 

764.556.260 47.784.766 16 KPH 

4 2018 Penyusunan 
Perencanaan 
Kebijakan teknis 
RPHJP 

1.254.143.258 104.511.938 12 KPH 

Total 2.367.584.518 174.102.029  

No Tahun Uraian Jumlah (Rp) 
Biaya Per KPH 

(Rp) 
Ket 

1 2018 Inventarisasi Hutan 
pada Wilayah 
KPHL/KPHP pada 
Hutan Lahan Kering 

851.206.000 212.801.500 4 KPH 

2 2018 Inventarisasi Sosial 
Budaya Masyarakat di 
sekitar KPH 

166.474.000 41.618.500 4 KPH 

3 2018 Rancangan Penataan 
Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan 

462.496.992 115.624.248 4 KPH 

Total 1.480.176.992 370.044.248 4 KPH 
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Lampiran 2. Biaya yang dibutuhkan untuk penambahan jumlah KPH 
 
Tabel 13. Prediksi Biaya Perencanaan  

No Jenis Sarpras Volume Satuan 
Prediksi 

Anggaran (RP) 

1 Biaya penyusunan kajian 1 Buku 75.000.000 
 

2 Biaya Penyusunan RPHJP 15 Unit 3.750.000.000 

TOTAL 3.825.000.000 

 

Tabel 14. Prediksi Biaya sarana dan prasarana untuk 1 (satu) KPH 
 

No Jenis Sarpras Volume Satuan 
Prediksi 

Anggaran (RP) 

1 Tanah untuk Kantor 1 Paket 1.000.000.000 
 

2 Bangunan Kantor 1 Unit 1.204.296.000 

3 Kendaraan operasional 
- Kendaraan Roda 

Empat 
- Kendaraan roda dua 

 
1 
5 

 
Unit 
Unit 

 
510.180.000 
193.050.000 

4 Peralatan Kantor 
- Meja kerja 
- Kursi Kerja 
- Lemari Kantor 
- Peralatan elektronik 

kantor 

 
24 
24 
5 
1 

 
Unit 
Unit 
Unit 
Unit 

 
26.400.000 
48.000.000 

 

5 Peralatan Operasional 
- Alat komunikasi 
- Perangkat keras 

computer 

 
8 
4 

 
Unit 
Unit 

 
32.000.000 
48.400.000 

TOTAL 3.062.326.000 
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Tabel 15. Prediksi biaya operasional kantor 1 (satu) KPH setiap tahun 

No Biaya Operasional Volume Satuan 
Prediksi 

Anggaran 

1 Belanja telepon 1 Tahun 3.600.000 

2 Belanja Air 1 Tahun 2.400.000 

3 Belanja Listrik 1 Tahun 12.000.000 

4 Belanja Internet 1 Tahun 4.200.000 

5 Belanja Bahan Pembersih 1 Tahun 1.200.000 

6 Alat tulis kantor 1 Tahun 6.000.000 

Total 29.400.000 
 
 

Tabel 16. Prediksi Pertambahan Anggaran Tunjangan Jabatan/Bulan 
 

No Jabatan Jumlah Orang 
Tunjangan 
(Rp)/Bulan 

Total 
(Rp)/tahun 

1 Kepala KPH 8 980.000 94.080.000 

2 Kepala Seksi 24 540.000 155.520.000 

Total 249.600.000 
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